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" “Reformasi Polti merupakan salah satﬁ”korn?éneh penting dalam birokrasi sektor
keamanan di Indonesia, sebab. pembenahan terhadap lembaga ini akan terkait dengan
kelembagaan sistem peradilan pidana dan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengorganisasian Polri secara sentralistik memiliki konsekuensi seluruh tanggungjawab
pemolisian di Indonesta berada pada tangan Mabes Polri. Dengan kata lain, Mabes Polri
rierupakan penanggungjawab bagi seluruh performance keamanan di Indonesia. Namun
da'la'm'pmkték berbagai masalah organisasi yang terjadi di kesatuan bawah sering tidak
terpecahkan oleh kesatuan atas. Dihadapkan pada kondisi sosial budaya masyarakat
Tndonesia yang bersifat poli etnik, tantangan yang dihadapi Polri tentu memiliki karakeer
yang berbeda-beda di setiap emik. Apalagi menyangkut geografi yang luas dan terdiri
éaﬁbaﬂyak pulau. Kondisi ini menuntut spesifikasi organisasi untuk mengatasi tantangan
vang memiliki karakter berbeda-beda.

Kata Kunci : Organisasi, Poli Ecnik, Restrukturisasi, Demokratis

Pendahuluan

Dalam negara demokratis ciri organisasi kepolisian umumnya mengutamakan
profesionalitas dan akuntabilitas. Prinsip profesional itu mengacu pada kemampuan: )]
menggunakan pengetahuan dan keahlian polisi berdasarkan pendidikan dan latihan secara
konsisten, (2) memberikan layanan terbaik, (3) otonom, (4} memiliki lembaga kontrol
atas kinerjanya, (5) memiliki asosiasi profesi, (6) memiliki kode etik dan profesi; (7) ciri
profesi altruisme, {8) pertanggungjawaban jelas atas monopoli keahlian, dzn (9) memiliki
siaran yang dijadikan asas untuk memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup
organisasinya.

Tiga elemen akuntabilitas yang diterapkan pada organisasi kepolisian adalah : (1)
Answeribilty, kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan penjelasan atas segala
apa yang mereka lakukan, (2) Enforcement, kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada
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Reformasi Polri merupakan salah satu komponen penting dalam. birokrasi sektor.
keamanan di Indonesia, sebab pembenahan terhadap lembaga ini akan terkait dengan
kelembawaan s1stem peradﬂan ;)1dana dan sistem keamanan dan kctcrnban masyarakat
(dua pljakan yang meiekat pada institusi 1m) Dalam fungsinya sebagai penegakan hukum,
Polri- rnen_;adl ulung tombak birokrasi peradﬂan 1a1nnya seperti kqa}\saan kehaklman,:_
pemasyarakamn Dalam fungsi sebacrm pembma keamanan dan ketertiban masyarakat
meénjadi ujung tombak fungsx-ﬁmgm kepohs;an lainnya, seperti Satpol PP, Imigrasi, Bea
Cukm, Badan POM Polist Kehutanan, Polisi Tera, Polisi Pajak dan lain- lam (PPNS).

Berkaitan dengan hal iru sinkronisasi UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, UU No. 34 Tahun 2004 tentang T NI, dan UU No .
3 Tzhyn 2002 tentang Pertahanan dalam rangka merumuskan sistem kearnanan nasional
hmgga }um belum teriakszma Salah satu sebabnya adalah masih terdapat pandangan yang
berbeda daiam mencieﬁmsikan konsep keamanan

- Karakter organisasi kepolisian di Indones_xa bersifat sentralistik dan hierarki. Hal itu
dinyatakan pada pasal 5 (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa, “Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam
melaksanakan peran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Kemudian pada pasal 10
ayat (1) dinyatakan, “Pimpinan Polri di daerah hukem sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat
(2); bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki”.

Pengorganisasian  Polri secara  sentralistik memiliki  konsekuensi seluruh
tanggungjawab pemolisian di Indonesia berada pada tangan Mabes Polri. Dengan kata
lain, Mabes Polri merupakan penanggungjawab bagi seluruh performance keamanan di
Indonesia. Namun dalam prakeek berbagai masalah organisasi yang terjadi di kesatuan
bawah sering tidak terpecahkan oleh kesatuan atas. Selain itu organisasi yang sentralistis
dan hirarkhis menyebabkan keluhan warga masyarakat atas penyimpangan perilaku polisi
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: orgamsa51 yang sangat iebar, dlhadapkan pada banyalmya masaiah yang dahadap: pohsx S

- Disisi Iam pegorgamsasmn scnl:rahstlk mengaklbatkan pertanggung]awaban p0h31 .
ch daerah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, di mana pada pasal 25 Ul
No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas kepala ¢ daerah adalah -
menyeiengga_rakan ketemban umum dan ketentraman masyarakat Berarti, kepaia daerah

_ bertang g]awab terhadap seinruh ﬁmg31 pemermtahan di daerah, termasuk pula da.lam' :

'_tenfang Poin dmyatakan bahwa, ﬁmgs1 kepohsmn adaiah salah satu fung81 pemenntahan._'
- -negara di bldang pcmehha.man keamanan dan ketertiban masya.rakat penegak hukum, '
_pexhnéungan, pengayoman dan peiayanan masyarakat hal tersebut men_;adi nampak o
'Yang menja(h pertanyaan adaiah Szapa yang sesungguhnya bertangung]awab terhadéé
keamanan d1 dalam’ negen 72

Qdam itu, pemmusan Polri sebagai alat negara yang dinyatakan pada pasal 5 (1)
UU Polri No 2 Tahun 2002 jika dikaitkan dengan pasal 8 (1) dalam UU yang sama, yang
menempatkan pos1s1 Polri di bawah Presiden, dari segi administrasi negara sesungguhnya
hal itu janggal. Lembaga di bawah Presiden pada dasarnya merupakan lembaga politik yang
dspxmpm oleh seorang Menteri dari anggota partai politik. Karena posisi itu, Polri sangat
mungkin . dimanfaatkan oleh “mafia” untuk memainkan kepentingan politik, ekonomi
maupun hukum di Indonesia. Apalagi berdasarkan pasal 15 dan 16 UU Polri No 2 Tahun
2002, Polri diberi kewenangan yang besar di bidang penegakan hukum, keamanan dan
ketertiban masyarakat, dan pelayanan masyarakat.

Dengor{c;amsasmn Polri demikian itu memerlukan sistem pengawasan yang kuat.
Karena itulah muncul gagasan membentuk lembaga pengawas kepolisian yang tujuannya
untuk : (1) menciptakan mekanisme check and balance di bidang penegakan hukum,
penjaga kamtibmas antara pemerintah dengan masyarakat; (2) mengawasi penggunaan
kekuasaan dalam pelaksanaan tagas kepolisian; dan (3) mengawasi kepolisian agar tidak
terintervensi oleh kepentingan politik praktis. Namun sayang yang lahir dari UU No 2
Tahun 2002 adalah Kompolnas sebagai lembaga penaschat (adwisory dody) Presiden
vang dalam pasal 37 tugasnya menctapkan arah kebijakan kepolisian, dan memberikan
pertimbangan dalam mengangkat dan memberhentikan KaPolri serta menerima keluhan
mnasyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Fungsi Kompolnas itu
berbeda dengan gagasan pembentukannya.

Di sisi lain, pasca reformasi, pemerintah berusaha terus menaikkan anggaran Polri.
Gambaran yang cukup fantastis menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun antara 4
hingga 10%. Bahkan jika dibandingkan antara anggaran pada tahun 2004 sebesar 10,645
trilyun dan tahun 2009 sebesar Rp 25,7 trilyun, kenaikan anggaran Polri dalam 6 tahun
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"kepohsmn dx daera_h Juga ‘menerima - kontnbus1 dan APBD dan Pendapatan Negara
' j‘_Bukan Pajak dan SIM, STNK dan BPKB Namun daiam kenyataan oknum- oknurn polisi
Juga’ masxh rnencan pemasukkan lain dengan asa}an I«:ekurangan bmya opera.51 ciengan
-’1stzlah parttsapas: masayarakat (Parmas), parﬂs;gas; teman (Parman) sebagal pendapatan
sampmgan dari sumber yang secara hukum meragukan : ' L

: Mecermau sentrahsasa orgamsa51 kepohsmn dxsert;«u Iuasnya fungsz sebagm penegak -
hukum, pembma kammbmas dan pelayan masyarakat, dengan pemberian 1 wewenang yang
- cukupt besar oleh UU serta posxsznya dibawah Presiden tanpa ada kontrol pubhk yang kuat, -
. -_-:daiam konteks pemenntahan hal itu menjadl semacam mifos bahwa Polri seakan’ manchn S
. .dan mampu mengemban tugas dengan berbagal macam masalah dalam masyarakat yang -
:ha.rus dltmggulangl termasuk dampak dari pemba.ngunan : : -

Dﬂladapkan pada kond151 sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat poh etnik,
tant_angan yang dihadapi Polri tentu mermiliki karakter yang berbeda-beda di setiap etnik.
Apalagi menyangkiit geografi yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Kondisi ini menuntut
'spé'_siﬁkas'i orgzmisasi untuk mengatasi tantangan yang memiliki karakter berbeda-beda,
melalui penyusunan kekuatan, pendekatan tugas, cara bertindak, dan peralatan yang
digunakan. Jika sistem pengorganisasiannya disamaratakan sangat mungkin kontradiktif
dengan fungsi kelembagaannya. Sebab, tantangan pekerjaan polisi pada dasarnya adalah
problem kemaysarakatan. Karena itu menurut logika empiris masalah struktural Polri
perlu didudukkan kembali.

Axah Restrukturisasi Polri

Sebagaimana diatur pada pasal 5 {2) UU No. 2 Tzhun 2002, polisi di Indonesia
merupakan kepolisian nasional. Dalam konteks struktural, akuntabilitas polisi dari tingkat
Polsek secara hirarkis bertanggungjawab ke Mabes Polri. Sistem ini memiliki kelebihan
dan kekurangan, Kelebihannya adalah, dafam hal pengendalian polisi dapat berjalan efektif
dari kesatuan atas hingga ke kesatuan bawah. Kelemahannya adalah kurang responsif
terhadap tuntutan masyarakat apalagi masyarakat lokal.

Dari analisis organisasi di atas, untuk membangun kelembagaan polisi masa depan
yang sejalan dengan demokratisasi perlu dilakukan restrukturisasi. Adapun bidang-bidang
yang dibenahi adalah :

2. Menata pengorganisastan Polri yang selaras dengan sistem pemerintahan (otonomi)
dan sistem peradilan dengan pilihan alternatif. Pertama, dekonsentrasi kepolisian di
mana tugas-tugas kepolisian di daerah dikocordinasikan ke Gubernur sebagai kepala
daerah, sedangkan kepolisian nasional bertanggungjawab kepada Menkumham
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.' :"..::.j:kepohsmn di daerah dlserahkan kepada Gubernur selaku kepala daerah, scdangkan

o kepolisian - naswnal bertanggung;awab kepada Mendagri. Dari kedua model ini

tugas. kepohsmn nasional diarahkan sebagai penegak hukum untuk menangani exrra

. ordingry crime. Ketiga, membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri seperti d1

.""'_AS (Dej)rzrfmem‘ of Home Securify/DES) vang di dalamnya mengorganisir 1em§:)aga'

lain yang memiliki fungsi-fungsi kepolisian (PPNS). melaim pea‘hltuncfan anggaran
e negaxa secara eﬁsmn '

b Pengawasan 1nternai l\ﬁemisahkan sistem pengawasa'l mtemal (Irwasum, prmpam
. hingga satuan, bawah) ds_n salur komando pimpinan kesatuzn agar dapat berssl\:ap

“ohvektif daiam menangani. temuan/lagomn penyimpangan . *mmajemen mauyun

. penyimpangan etika/profesi anggota Polri.

c. Pengawasan eksternal. Mengubah fungsi Kompolnas dari sebagai penasehat Presuien Cil '

bidang kepolisian dan iket memberi pertimbangan dalam pemilihan KaPolri menjadi
- lembaga pengawas atas pelaksanaan tugas polisi yang memiliki wewenang investigasi
_ terhadap adanya laporan dari warga masyarakat baik berupa pelanggaran etika maupun
pidana yang dilakukan oleh anggota polisi hingga memutuskan perkaranya unmk
pelanggaran etika/profesi atau meneruskan perkara ke peradilan umum jika dalam
bentuk pelanggaran pidana.

d. Bidang operasional. Arah pembenahan pada penggunaan kewenangan diskresi
terutama dalam melakukan upaya paksa dan kekerasan melabui kriteria tindakan yang
jelas diramuskan dalam prosedur tetap (Protap) atau peraturan KaPolri (Perkap) untuk
kepentingan tugas penyelidikan, penyidikan, pengaturan, penjagaan, patroli, termasuk
dalam bidang pelayanan masyarakat.

Eangkahlangkah Pencapaian

Sebelum melakukan strukturisasi Polri, untuk mencapai ketepatan konsepsi perlu
dilakukan studi secara mendalam untuk mencari kesesuaian sistern kepolisian dengan
harapan masyarakat. Studi itu menggunakan pendekatan filosofis, untuk menentukan asas
kepolisian dalam negara demokrasi. Demikian pula dilakukan studi komparatif untuk
membandingkan beberapa sistem kepolisian dalam konteks negara demokrasi. Selain
itu perlu pula dikaji secara historis perkembangan sistem kepolisian di Indonesia dalam
sejarah nusantara, dan segi legalistik untuk melihat secara interdisipliner disesuaikan
dengan UU kepolisian yang saat ini berlaku.

Untuk merealisasikan strukturisasi Polri perlu disusun langkah-langkah :

a. Sosialisasi tentang perubahan sistemn kepolisian terutama untuk meluruskan persepsi
tentang makna polisi sipil di lingkungan anggota Polri.
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b, Melakakan advolasi ke DPE, DPRD dabam mgzm amandemen wu Poln, UU o
?emcnntaban,danw Kemnam Nasmmi. ' : _

< 'Memmus;:an progmm—pmgmm ms&:mktﬁﬁsasa P@&n faﬁg sesuai deﬁgaa Reﬁm_ _

't Poin dan Rencana ?em ar :_f' jang}ma i’m_gzmg&zn Reﬁma Pembaaguﬁm}mgim_- :

. Mem:ngah yang thetapkzn ehpemmnmbhemma@?a :

d 'Mendﬂrongsemangatmformasn?okzyang_' refemah meﬁalma&mkamé&ngmgﬁngm

B _ Pﬂln di pusat maupun di daerah schmw iaagkabwbngkah kez}arga menyentuh pada
: _.;ngram yang telah dltetapkan.

: .'?emmlp <l . . L

. R%m.'ukmnsasx Poin mem.pakan suatu vpay2 penempatan fungsi kepehs:m sesuai -
dengan kmda.h demokmsx dan amanat konststx Upaya ini pertu dilakukan melalui proses
dua amh dalam raugka mcmadukan perlindungan masyarakat. akan rasa aman dengan
kebga}can nasional pada Iapis ¢ otoritas politik beserta  perangkat pe}lnknya serta kesadaran
elit kﬁpohsmn untuk membanglm Poin schagm bags;m dari sistem demakr:ms
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